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Abstract: The purpose of this research is to find out whether there is a legal regulation for victims
of exploitation of minors to achieve legal protection. The first, is to find out the legal aspects
related to economic exploitation and child protection whether policy reforms to laws and
regulations against children in Indonesia can be carried out and in this study I used a type of
normative research. Second, according to the results, it is a fact in the field where not a few of
them are exploited economically by irresponsible parents by ordering them to work on the streets
or remote areas of the city, they work to earn money so that they can survive. At an age that is
classified as immature, spending their lives working and unable to play, study and school and
threatens life. This is the background for the author to raise the issue of parental responsibility for
children in the perspective of economic exploitation of the welfare state.
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Regulasi Hukum
Terhadap Korban Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum.
Pertama, untuk mengetahui aspek hukum terkait eksploitasi ekonomi dan perlindungan anak
apakah bisa dilakukan reformasi kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap anak di
Indonesia dan dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian normatif. Kedua, menurut
hasilnya adalah sebuah fakta dilapangan dimana tidak sedikit dari mereka di eksploitasi ekonomi
oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan menyuruh mereka bekerja dijalanan atau
plosok kota, mereka bekerja untuk mendapatkan uang agar hidupnya dapat bertahan. Di usia yang
tergolong belum dewasa, menghabiskan kehidupan mereka untuk bekerja dan tidak dapat bermain,
belajar dan sekolah dan mengancam nyawa. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk
mengangkat permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak di eksploitasi ekonomi
persfektif negara kesejahteraan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Negara Kesejahteraan, Hak Asasi
manusia.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang — undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) sebagaimana berbunyi
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“Indonesia adalah negara hukum”. Selain sebagai negara hukum, juga merupakan negara
kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang—undang Dasar
Negara Kesatuan Repullik Indonesia Tahun 1945, Pada alinea 4 (empat) “bahwa Negara
Indonesia selain bertugas menyelenggarakan pemerintahan juga wajib menyelenggarakan
kesejahteraan umum”. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28D Ayat (1) Undang -
undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana berbunyi
sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil dan sama di depan hukum.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang mamakai prinsip
negara kesejahteraan. Sehingga negara dan pemerintah mutlak harus memberikan
perlindungan hukum dan hak asasi manusia tersebut terhadap anak atau bahkan orang tua
nya dikarenakan sebagai bagian dari negara kesejahteraan. Untuk itulah pandangan
negara kesejahteraan tidak hanya terfokus kepada peran negara tetapi juga tanggung
jawab negara dalam memberi sebuah kepastian hukum, keamanan dari segi nasional
maupun internasional serta sosial dalam kemasyarakatan yang ada di negara. Pada
mulanya prinsip negara kesejahteraan merupakan usaha dari negara untuk mengelola
sumber dayanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pokok
masalah yang masyarakat alami adalah tentang ekonomi terkait kemiskinan, hal itu
merupakan permasalahan yang perlu di tetapkan oleh pemerintah mengenai kebijakan

yang dipilih dan harus sesuai prinsip negara kesejahteraan.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin serta melindungi
anak terkait hak — haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan
perlindungan. Pengasuhan terhadap anak dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan
merupakan faktor penting, sejak lahir bahkan saat dalam kandungan, anak - anak
bergantung pada orang tua mereka dan setiap orang tua memiliki kewajiban untuk
mengasuh anaknya. Tanggung jawab oleh orang tua untuk anak diatur dalam Undang —
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Maka tidak bisa di tolerir
jika anak melakukan kewajiban terhadap orang tua tersebut disaat umur mereka masih

belum bisa disebut dewasa. Banyaknya terjadi pelanggaran dan kurang nya tanggung
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jawab terhadap hak anak yang dapat dilihat pada beberapa anak pinggir jalan yang di

eksploitasi secara ekonomi oleh keluarganya sendiri.

Selanjutnya, sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, setiap anak
berhak untuk menikmati jaminan sosial yang sama dalam arti luas meliputi setiap usaha
di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi
keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan, konsep jaminan sosial
ini pula yang menjadi inti kenapa masih banyak anak yang bekerja, bagaimana persfektif
orang tua dengan kondisi ekonomi yang minim. Konsep negara kesejahteraan ini belum
dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, karena keterbatasan pemerintah di bidang
pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam
jaminan sosial. Dan Peran Pemerintah seperti yang tertulis pada Pasal 34 Ayat 1 Undang
- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan adanya Undang —
undang Perlindungan anak tampaknya tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal, sudah
banyak fakta bahwa anak tidak selalu mendapatkan haknya secara penuh dan menyeluruh,
banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Banyak
dari mereka bekerja di jalanan, di bawah jembatan, atau di kota-kota besar untuk
mendapatkan uang guna menghidupi diri sendiri di usia yang relatif muda hanya untuk
mencari uang di jalanan, tidak jarang anak — anak mendapat perlakuan kejam berupa

siksaan fisik bahkan mental bahkan mengancam nyawa.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan
“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK DARI EKSPLOITASI
EKONOMI DALAM PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN”.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, sebuah metode
untuk menemukan koherensi yang benar mengenai adakah aturan hukum sesuai norma
hukum dan prinsip hukum, serta apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan norma
hukum atau prinsip hukum. Penelitian ini mengenai kekaburan norma hukum karena

ketidakjelasannya aturan atau regulasi terkait perlindungan hak pada anak yang di
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eksploitasi ekonomi dan tanggung jawab orang tua untuk anak. Bahan hukumnya ialah
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian diuraikan dan dihubungkan
sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penelitian untuk menemukan jawaban

dari permasalahan yang diteliti dan bersifat preskriptif

3. Anak Yang Di Eksploitasi Ekonomi Menjadi Pekerja Dari Aspek Hukum)

Keadilan Anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah baik
laki-laki atau perempuan. Anak bisa dikatakan generasi kedua, dimana “anak” adalah
kebalikan orang tua. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Anak ialah seseorang yang masih dibawah 18
(delapan belas) tahun, dan anak yang masih dalam kandungan juga termasuk”.
Ketentuan dasarnya diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang -
undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, aturan tentang

perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang -

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap

anak selama dalam asuhan orang tua, atau pihak lain sebagai wali yang bertanggung
jawab, anak berhak atas perlindungan, salah satunya dari eksploitasi.

Dalam ILO (international labour convention) yaitu sebuah perjanjian —
perjanjian internasional, yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan
nasional pada Nomor 182 mengenai pekerjaan terburuk anak termuat dalam Lampiran
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2000 bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak” mengandung pengertian “semua bentuk perbudakan atau
perdagangan anak, Penggunaan, penawaran, atau pengadaan anak untuk melakukan
prostitusi, atau memproduksi dan menjual obat-obatan terlarang dan sebuah pekerjaan

di mana dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral pada anak.”

Pada Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1)
sebagaimana berbunyi “Negara atau pemerintah berkewajiban sekaligus bertanggung

jawab mengenai pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, golongan, agama, ras,
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jenis kelamin, etnik, bahasa dan budaya, serta kondisi fisik dan/atau mental.” Dan pada
Pasal 21 Ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana
berbunyi “Untuk menjamin terpenuhinya hak anak seperti yang dimaksud pada ayat (1)
bahwa negara berkewajiban melindungi, dan memenuhi, serta menghormati hak anak.
Pasal 23 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga
menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin
perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan anak dengan memperhatikan hak dan
kewajiban orang lain, orang tua, wali, atau orang lain yang secara sah bertanggung
jawab atas anak tersebut.” Dan pada Pasal 23 Ayat (2) sebagaimana berbunyi “Negara,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi terkait penyelenggaraan perlindungan

anak.”

Dalam segi yuridisnya, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan untuk
menjamin hak anak dan mengurangi populasi anak bekerja, yaitu dalam pengaturan
pekerja berdasarkan Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945, konvensi ILO Nomor 138, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi
Undang - undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang
Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk — Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak pada Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dijelaskan tentang hak
pokok atau dasar pada anak yaitu anak berhak memperoleh pengasuhan dalam bentuk
cinta dan kasih secara bersamaan lalu didukung dengan layanan yang dapat membantu
meningkatkan kemampuannya yang dapat membentuk karakter anak menjadi karakter
yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi
warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selain dukungan yang diberikan
berupa pelayanan yang diberikan kepada anak, anak berhak mendapatkan perlindungan,
baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga agar terhindar dari kejadian
yang membahayakan tumbuh kembangnya.
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Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana
diatur di dalam Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal
ini berkaitan dengan usaha melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang
mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang —
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan
Pasal 52 Undang —undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana
menentukan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga,
dan masyarakat serta negara. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur hak anak sebagai
bagian dari hak asasi manusia, dan untuk itu hak anak diakui dan dilindungi undang -
undang sejak mereka dari dalam kandungan. Adapun dalam pengertian filosofis,
larangan mempekerjakan anak dimaksudkan semata-mata untuk menjamin

perlindungan anak guna mempersiapkan mereka menghadapi masa depan.

Menurut Idrus dan Affandi dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Anak
Berkonflik Hukum” menyatakan bahwa Secara konsepsional, setidaknya ada tiga
pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan,
perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan. Dalam hal penghapusan di karenakan
bahwa anak tidak dapat bekerja, karena harus sekolah dan bermain. Lalu dalam hal
perlindungan tidak melarang anak untuk bekerja karena pekerjaan merupakan bagian

dari hak asasi anak paling dasar.

Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 juga menegaskan hak anak dalam
perlindungan dan kesempatan serta manfaat khusus untuk kesehatan dan perkembangan
normalnya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak, yang memantau dan
mengawasi pelaksanaan serta membuat laporan agar disampaikan di depan negara
anggota. Tapi tentunya tidak semua daerah dan pelosok terkena pengawan dari komite
hak anak tersebut. Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang di eksploitasi secara

ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak yang tereksploitasi secara ekonomi;

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Dan
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Keterlibatan lembaga, serikat pekerja, swadaya masyarakat dalam mengahapus dan

mengawasi bila terjadi eksploitasi ekonomi kepada anak.

4. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Secara Ekonomi Dari Aspek
Hukum Perlindungan Anak

Ada beberapa bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak, yaitu orang tua

wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka. Orang tua dapat mewakili dalam
suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai
18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sesuai dengan Pasal 45 Undang -
undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan bahwa “Kewajiban orang tua berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus berlaku meskipun

perkawinan kedua orang tua putus.”

Di Indonesia sendiri sudah ada bentuk perlindungan hukum yang jelas mengenai
pemenuhan hak - hak anak. Hak anak tertuang dalam Undang—undang Nomor 4 tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang — undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Hak - hak anak tersebut tertuang dalam Undang—undang Nomor 4
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai Pasal 8. Lalu hak anak
disebut dalam Undang — undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
yaitu pada pasal 4 sampai dengan 18. Mengenai pertanggung jawaban bagi orang tua
yang menyuruh anak bekerja sama sekali tidak sesuai Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2)
Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan tersebut merupakan faktor
penyebab eksploitasi ekonomi anak terjadi. Amartya Sen dalam bukunya
“Development And Freedom” menyatakan bahwa “terjadinya kemiskinan terjadi
karena kurangnya demokrasi bukan karena hilangnya upaya untuk mengatasinya.
Sehingga negara yang memberikan kesejahteraan bagi warganya adalah negara

demokrasi yang sukses.”
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Jika ternyata orang tua yang memegang tanggung jawab tidak cakap atau tidak
mampu memenuhi kewajibannya memelihara dan mendidik anak - anak, maka atas
permintaan orang tua akan di bebaskan dari tanggung jawabnya. Namun beberapa kasus
yang terjadi membuktikan anak telah menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang
tuanya sendiri agar mendapatkan keuntungan. Dan jika terjadi pelanggaran tanggung
jawab oleh orang tua maka, pertanggung jawaban terhadap anak tersebut diatur dalam
ketentuan Pasal 76 | dan Pasal 88 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
dimana apabila menyuruh anak melakukan tindakan bekerja merupakan tindak pidana
dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun tentu itu tidak memberikan efek
jera serta banyak yang tidak tau terkait sanksi tersebut yang menyebabnya masih banyak
anak yang dipekerjakan. Mereka tidak peduli akan sanksi yang ada, dan hanya
mengharapkan untuk mendapat uang setiap hari, walau dengan cara yang salah. Dalam
tesis yang dikeluarkan oleh Nurini Aprilianda yang berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan”. Dikatakan bahwa negara
berkewajiban untuk mendukung dan melindungi anak yang tidak terpenuhi haknya
untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagai anak. Seperti yang
dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (6) Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang

Perlindungan Anak.

Negara juga mewujudkan perlindungan terhadap berbagai kebebasan anak yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak, dituangkan dalam Undang - undang Nomor 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang - undang Kesejahteraan Anak
disebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak awal dari
dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Di pada Pasal 4 Ayat (1) Undang—-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa “Anak yang
tidak mempunyai orang tua berhak untuk memperoleh asuhan dari negara atau lainnya.”
Dan di pada Pasal 5 Ayat (1) Undang — undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan menjelaskan, bahwa: “Anak yang tidak mampu berhak untuk mendapat
bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.” Dari pasal tersebut bisa

dipahami bahwa negara berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan
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pengasuhan, pelayanan dan perlindungan kepada anak yang di eksploitasi ekonomi agar

anak tumbuh wajar dan sejahtera di masa kecil.

Meski banyaknya bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah, hal ini tidak
akan mengubah apa yang dilakukan orang dewasa kepada anak, anak akan tetap
menjadi obyek kepentingan dari banyak kalangan, termasuk untuk kepentingan
komersial, yang mana jelas merugikan kepentingan anak tersebut. Ditambah ada
berbagai macam sindikat yang menggunakan anak sebagai target perdagangan anak,
digunakan oleh orang dewasa sebagai alat mendapatkan uang dan sebagainya.
Penggunaan anak untuk bekerja sebenarnya sangat di kasiankan. Orang memberi karena
kasihan, tapi hasilnya bukan untuk si anak melainkan orang dewasa yang
memperkerjakan mereka. Pada pasal 761 di dalam Undang — undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan atas Undang — undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, yang melarang siapa pun, termasuk orang tuanya sendiri, untuk
menempatkan, membiarkan, menyuruh dan melakukan tindakan eksploitasi ekonomi
kepada anak. Lagipula dasarnya anak tidak diperbolehkan bekerja dikarenakan waktu
untuk bekerja hendaknya digunakan untuk belajar serta bermain dalam suasana damai,
memperoleh kesempatan dan sarana untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan
perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosial mereka. Namun kenyataannya,
banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi,
menjadi anak yang bekerja, termasuk di sektor industri, karena desakan ekonomi dari
orang tuanya atau faktor lainnya. Menurut Abdussalam dalam bukunya yang berjudul
“Hukum Perlindungan Anak” menyebutkan bahwa “banyaknya pekerja/buruh yang
dirumahkan karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk. Akibatnya, anak

pekerja/buruh yang di-PHK tidak dapat melanjutkan pendidikan.”

Jika pemerintah tidak peduli dengan kondisi anak - anak tersebut, maka anak -
anak tersebut akan digunakan. baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai alat
untuk mendapatkan uang dengan cara melawan hukum contohnya dimanfaatkan

sebagai penjambret, pencuri, atau bahkan pengedar obat terlarang. karena seperti itu
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artinya anak tidak mendapat perlindungan hukum yang nyata. Terlindung dari
eksploitasi ekonomi yang dilakukan orang tua dalam wujud apapun akan membuat anak
merasa terbantu dan terlindungi serta merasa ada keberpihakan. Dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan, perlu dilakukan perlindungan anak
sebagai upaya untuk kesejahteraan jiwa raga anak dan perlakuan yang adil terhadap
mereka. Ini semua penting untuk kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah
dampak dari penyalahgunaan yang menimbulkan akibat negatif yang tentunya sangat

tidak diharapkan dalam upaya tersebut.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan bisa dikatakan gagal karena negara
seharusnya berperan aktif dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman kemiskinan,
keterbelakangan, kebodohan dan menjalani pola hidup sehat. Negaralah yang harus
bertanggung jawab atas kemiskinan, kelaparan, keterbelakangan dan jaminan bagi
seluruh warga negara. Realitas yang sedang dihadapi dan dirasakan adalah Negara absen
dan tidak hadir dalam melindungi warga negaranya. Kebijakan yang tebang pilih dan
parsial menjadi contoh nyata bahwa Indonesia telah gagal menjaga dan menjalankan
amanat konstitusi dimana negara harus bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman
dan memenuhi segala kebutuhan dasar setiap warga negara. Tidak ada logika apapun yang
membenarkan bahwa kesejahteraan, kemiskinan dan keterbelakangan adalah dosa

individu yang harus ditanggung sendiri.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Anak merupakan generasi kedua, seseorang anak akan dikatakan dewasa jika
mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Dan jika saat anak tersebut belum
dewasa, ada banyak aspek hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan
anak. Salah satunya diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang -
undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Ayat
Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 Ayat

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
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undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lalu larangan anak
untuk bekerja atau mempekerjakan anak diatur di dalam Undang—undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan lainnya ada di pada Pasal 68
Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejalan
dengan ketentuan Pasal 52 Undang—undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, dimana pasal 52 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

2. Di Indonesia sendiri sudah ada sandaran hukum yang jelas mengenai hak - hak
anak yang harus dipenuhi. Mengenai hak - hak yang berkaitan dengan pemberian
kasih sayang dari orang tua di atas, anak juga berhak memperoleh pelayanan
kesehatan dan sosial fisik sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan
sosialnya. Hal seperti ini bisa ditanamkan sejak dini dan salah satu cara untuk
mengembangkan anak adalah dengan memberinya waktu bermain. Anak - anak
di Indonesia mengalami bentuk-bentuk pekerjaan terburuk termasuk dalam
eksploitasi seksual komersial, terkadang akibat perdagangan manusia. Jika
pemerintah tidak peduli dengan kondisi anak - anak tersebut, maka anak - anak
tersebut akan digunakan. baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai alat
mencari uang sebanyak-banyaknya, karena dengan memanfaatkan anak - anak

seperti itu Artinya, anak tidak mendapat perlindungan hukum yang nyata.
Saran

1. Pentingnya pemerintah untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi
eksploitasi ekonomi pada anak, bisa melalui Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan
Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Yayasan, dan Lembaga
Advokasi Anak Indonesia. Karena kalau bukan itu semua yang melakukan
pengawasan, maka eksploitasi ekonomi tersebut akan tetap terjadi. Pemerintah
dan lembaga juga perlu membina orang tua agar tidak lepas dari tanggung jawab

nya.
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Tanggung jawab orang tua dapat dipertanyakan, meski dengan banyak nya aturan dan
ketentuan yang ada, jika tidak ada aksi nyata yang terlihat, maka aturan tersebut
mengalami kekaburan dimata rakyat. Maka sebaiknya orang tua yang bertanggung jawab
haruslah melakukan berbagai cara, daftar bantuan sosial, jaminan sosial, bekerja keras.
Lalu pemerintah mengakomodasinya dengan memberikan bantuan khusus warga yang
mempunyai anak, bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang tua, biaya sekolah

gratis untuk anak. Dan tentunya itu semua harus diawasi agar tidak disalahgunakan.
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